BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjaun Pustaka
Ada beberapa penelitian yang relevan dengan tema yang penulis
angkat. Penelitian tersebut antara lain:

1. Skripsi Karya Feriazah Zahiruddin, Jurusan Hukum Ekonomi
syari’ah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah
Surakarta (2015) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Bagi Hasil Penggarapan Tanah Sawah, di Desa Palur Kecamatan
Mojolaban Kabupaten Sukoharjo™. Isi dari penelitian tersebut adalah
pelaksanaan praktik penggarap lahan persawahan dengan sistem
bagi hasil seperdua antara pemilik lahan dan penggarap di Desa
palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo adalah di dalam
pelaksaannya apa bila pemilik lahan tidak bisa menggarap lahan
persawahannya maka bekerja sama dengan penggarap atau petani
dengan sistem bagi hasil seperdua sesuai dengan hukum adat
setempat. Bentuk akad perjanjian penggarap lahan persawahan yang
dilakukan pemilik lahan dan penggarap di Desa Palur Kecamatan
Mojolaban Kabupaten Sukoharjo adalah akad Muzara’ah,
menggunakan perjanjian secara lisan tidak tertulis. Karena kedua

pihak yang melakukan perjanjian sudah saling percaya. Dan sesuai
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dengan hukum Islam, karena sudah memenuhi ketentuan dalam
pelaksanaan kerjasama muamalah, karena telah dipenuhinya akad
muzara’ah yaitu pemilik lahan, penggarap lahan yang digarap dan
akad. Perbedaan dengan pelelitian yang dilakukan oleh penulis
yaitu: objeknya yang berbeda, peneliti sebelumnya meneliti Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Sawah.

. Skripsi Karya Epi Yuliana, Jurusan Mu’amalat, Fakultas Syari’ah
UIN Suna Kalijaga Yogyakarat (2008) dengan judul “Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di
Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatara Selatan”.
Dari hasil kesimpulannya bahwa dari data analisis data kualitatif
yang berdasarkan data hasil interview, observasi sertai dokumentasi
menunjukkan kemurnian bahwa pelaksanaan transaksi bagi hasil
yang dilakukan masyarakat, Desa Bukit Selabu telah sah menurut
hukum Islam yang termasuk akad musagah karena syarat dan rukun
ijarahnya sudah terpenuhi demikian juga dengan bagi hasilnya.

. Skripsi Karya Afia Susilo, Jurusan Muamalat (Syari’ah), Fakultas
Agama Islam Univessitas Muhammadiyah Surakarta (2012), dengan
judul, “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Bagi Hasil
Muzara’ah” berdasarkan dari hasil Penelitian ini belum sesuai
dengan hukum Islam, hal itu dapat dilihat pada praktek lapangan

ditemukan ketidakadilan pembagian hasil keduanya (pemilik tanah
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dengan penggarap), mengenai syarat dan rukun akad (perjanjian)
dan rukun muzara’ah dalam hukum Islam, telah terpenuhinya
adanya orang Yyang berakad vyaitu pihak pemilik tanah dan
penggarap, akad bagi hasil muzara’ah di Desa Dalangan yaitu
adanya unsur gharar, fasid dan zalim. Gharar terjadi dikarenakan
dalam perjanjian tentang tujuan dan maksud pokok mengadakan
akad sebagai rukun dan syarat karena pihak pemilik terdapat
ketidakjelasan dalam pembagian hasil panen dengan penggarap
sawah.

Sudah jelas diketahui bahwa dari ketiga penelitian, diatas
berbedan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Di
dalam penelitian ini penulis lebih menekankan kepada petani
cengkeh dalam penerapan bagi hasil antara penggarap dan pemilik
kebun dengan bagi hasil sesuai kesepakatan antara dua belah pihak,
menurut hukum Islam.

B. Kerangka Teori
1. Tinjauan Umum Bagi Hasil
a. Pengertian Bagi Hasil
Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang
meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana
dan pengelola dana (Ahmad Rofig, 2004: 153). Bagi hasil

menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit
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sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan
pembagian laba secara definisi profit sharing diartikan "distribusi
beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan™
(Muhammad, 2002: 101). Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal ini
dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan
pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau
dapat berbentuk pembayaran harian, mingguan atau bulanan
(Muhammad, 2004: 18). Dalam buku yang lain dijelaskan bahwa
bagi hasil adalah “bentuk return (perolehan kembaliannya) dari
kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap.
Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil
usaha yang benar-benar terjadi” (Adiwarman A. Karim, 2007:
203)

Sedangkan menurut (Muhamad Syafi’i Antonio, 2001: 90)
juga menjelaskan tentang bagi hasil, bahwa:

Bagi hasil adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih

untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak

memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa

keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai

dengan kesepakatan.

Jadi perjanjian Bagi Hasil menurut Hukum Adat pada

dasarnya adalah suatu perjanjian yang timbul dalam masyarakat,

Hukum Adat antara pemilik tanah dengan petani penggarap dan
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umumnya perjanjian tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk
tertulis tetapi hanya bersifat lisan dengan dasar saling percaya.

Menurut para ahli hukum adat perjanjian bagi hasil itu
mempunyai pengertian yang bermacam-macam, di antaranya
sebagai berikut:

“perjanjian bagi hasil adalah hubungan hukum antara

seorang yang berhak atas tanah dengan pihak lain (kedua),

di mana pihak kedua ini diperkenankan mengolah tanah

yang bersangkutan dengan ketentuan, hasil dari

pengolahan tanah dibagi dua antara orang yang berhak
atas tanah dan yang mengolah tanah itu” (Djaren Saragih,

1984: 97).

Perjanjian bagi hasil adalah suatu perjanjian antara
seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan lain
yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian di mana
penggarap  diperkenankan  mengusahakan  tanah  yang
bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan
yang berhak atas tanah tersebut menurut timbangan yang
disetujui bersama misalnya, masaing-masing pihak mendapatkan
seprdua (Boedi Harsono, 1997: 118)

Dari beberapa pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa
yang dimaksud dengan sistem bagi hasil merupakan sistem di
mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam

melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjian

adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat
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antara kedua belah pihak atau lebih besarnya penentuan porsi
bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan
bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-
masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil secara murni ada empat macam yaitu:
al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzara’ah dan al-musagah
(Muhammad Syafi’i Antonio, 2001: 90).

Prinsip al-musyarakah dan al-mudharabah sering dipakai
atau digunakan dalam bentuk akad bagi hasil yang ada kaitannya
dengan masalah perbankan bebas bunga. Sedangkan al-
muzara’ah dan al-musaqgah sering digunakan pada hal-hal yang
berkaitan dengan pertanian.

Mekanisme pelaksanaan sistem bagi hasil pada petani
cengkeh merupakan aplikasi bagi hasil dengan prinsip al-
musagah, di mana pembagian hasil dibagi antara pemilik cengkeh
dengan penggarap atau juga disebut dengan pekerja yang mana
masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan
bertanggung jawab atas usaha yang dilaksanakan menurut
perjanjian tersebut. Dari hasil pertanian cengkeh maka hasil
dibagi bersama dengan jumalah yang ada, masing-masing pihak

medapatkan sesuai dengan kesepakatan.
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2. Perjanjian Bagi Hasil Dalam Hukum Islam
Dalam hukum Isalm, kerjasama dalam pertanian biasa
disebut dengan tiga istilah yakni muzara’ah, musagah dan
mukhabarah.
a. Al-Muzara’ah
1) Pengertian Al-Muzara’ah
Adapun muzara’ah menurut terminologi Ulama’ figih
sebagai berikut:
a) Menurut mazhab Hanafi.

Muzara’ah menurut pengertian syaraialah suatu akad
perjanjian, pengelolaan tanah itu (Abdur Rahman, 1994:
18).

b) Menurut mazhab Maliki.

Muzara’ah menurut pengertian syaraialah persekutuan

dalam satu akad perjanjian (Abdur Rahman, 1994: 21).
c) Menurut mazhab Syafi’i.

Muzara’ah adalah kerjasama pengolahan pertanian
antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan
memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk
ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari
hasil panen. (Mardani, 2012: 240).

d) Menurut mazhab Hanabilah.
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Mengatakan bahwa muzara’ah adalah penyerahan
tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan
hasilnya dibagi berdua (Nasroen Haroen, 2000: 27).

1) Dasar Hukum
Dalil-dalil yang menyatakan tentang dibolehkannya
muzara’'ah antara lain sebagai berikut:
a) Al-qur’an

Surat al-Waqi’ah ayat 63-64

/////

“Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu
tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah
yang menumbuhkannya” (Depertemen Agama RI,
2005: 27).

Surat Al-jum’ah ayat 10:
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“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah
kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan
ingatlah  Allah  banyak-banyak supaya kamu
beruntung ” (Depertemen Agama RI, 2005: 896).

b) Dasar-dasar Hadis
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“Dari lIbnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW telah
menyerahkan kebun beliau kepada penduduk Khaibar
agar dipelihara dengan perjanjian: mereka akan
memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-
buahan maupun dari hasil tanaman”. (HR. Muslim).

2) Rukun Dan Syarat
a) Rukun muzara’ah
Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun
muzara’ah adalah ijab dan gabul yang menunjukkan
keridhaan di antara keduanya (Alauddin Al-Kasani, 1973:
176).
b) Syarat- Syarat muzara’ah
Menurut Abu Yusup dan Muhammad (sahabul Abu
Hanifah), berpendapat bahwa muzara’ah memilik beberapa
syarat (Rachmat Syaf’i, 2001: 208)
c) Syarat Agid
1) Mumayyiz, tetapi tidak disyari’atkan baligh.
2) Imam Abu Hanifah mensyatkan bukan orang muted,

tetap ulama’ Hanafiyah tidak mensyaratkannya.
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d) Syarat tanaman
Di antara para Ulama’ terjadi perbedaan pendapat,
tetapi kebanyakan menganggap lebih baik jika diserahkan
kepada penggarap.
e) Syarat dengan garapan

1) Memungkinkan untuk digarap, yakni apa bila ditanami,
tanah tersebut akan menghasilkan.

2) Jelas.

3) Ada penyerahan tanah.

f) Syarat- syarat tanaman yang dihasilkan

1) Jelas ketika akad.

2) Diharuskan atas kerjasama dua orang yang akad.

3) Ditetapkan ukuran di antara keduanya, seperti seper tiga,
setengah, dan lain-lain.

4) Hasil dari tanaman harus menyeluruh di antara dua belah
pihak yang akan melangsungkan akad. Tidak dibolehkan
mensyaratkan bagi salah satunya mendapatkan sekadar
pengganti benih.

g) Tujuan akad
Akad dalam muzara’ah harus didasarkan pada tujuan
syarat’ yaitu untuk memanfaatkan pekerja  atau

memanfaatkan tanah.
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h) Syarat muzara’ah

Dalam muzara’ah diharuskan menetapkan jangka
waktu. Jika waktu tidak ditetapkan, muzara’ah dipandang
tidak sah.

Selain syarat-syarat yang telah disebutkan di atas,
hendaknya dalam akad perjanjian muzara’ah dibuat
kesepakatan hitam di atas putih agara suatu saat nanti tidak
ada perselisihan atau problem yang membuat akad tersebut
fasid. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Bagarah:

282 yang berbunyi (Depertemen Agama RI, 2005: 59).
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“Hai orang-orang yang beriman, apa bila kamu
bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang
ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya, dan
hendaklah penulis di antara kamu menuliskannya
dengan benara”

/(

4) Berakhirnya Akad
Muzara’ah  terkadang  berakhir  karena telah
terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah
selesai dipanen. Akan terapi terkadang akad muzara’ah
berakhir sebelum terwujudnya tujuan muzara’ah karena sebab-

sebab berikut:
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a) Jangka waktu yang disepakati berakhir, akan tetapi apa bila
jangka waktu sudah habis sedangkan hasil panen belum
layak panen maka akad tersebut tidak dibatalkan sampai
panen tiba, dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan bersama
di waktu akad. Oleh sebab itu, dalam waktu menunggu
panen tersebut, menurut ulama petani berhak mendapatkan
upah sesuai dengan upah minimum yang berlaku bagi petani
setempat. Selanjutnya, dalam masa menunggu masa panen
tersebut biaya tanaman seperti pupuk, biaya pemeliharan,
dan pengairan merupakan tanggung jawab bersama pemilik
lahan dan petani sesuai persentasi pembagian masing-
masing.

b) Menuru Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanabal, apa
bila salah seorang yang berakad wafat, maka akad
muzara’ah berkahir, karena mereka berpendapat bahwa
akad muzara’ah tidak dapat diwariskan. Akan tetapi
ulama mazhab Maliki dan mazhab Syaaf’i berpendapat
bahwa akad muzara’ah dapat diwariskan. Oleh sebab itu,
akad tidak berkahir dengan wafatnya salah satu pihak yang
berakad (AbdulAziz Dahlan, 199: 12).

Beberapa hal yang menyebabkan muzara 'ah berakhir:

1) Berakhirnya masa akad muzara’ah.
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2) Salah seorang yang berakad meninggal dunia.
3) Adanya uzur, seperti:

a) Tanah garapannya terpaksa dijual, misalnya untuk

membayar utang.

b) Penggarap tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit

keras (Rachmat, 2001: 223).
b. Al-Musagah
1) Pengertian Musagah

Secara etimologi musagah adalah bentuk kata yang
mengikuti wazan dari kata yang memiliki arti penyiraman
(Husin Alhabsyi, 1977: 184).

Secara terminologi musagah adalah akad untuk
pemeliharaan tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan
syarat-syarat tertentu (Abdul Rahman Ghazaly, 2010: 119-
120).

Dengan demikian, akad musagah adalah sebuah bentuk
kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan
tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga
memberikan hasil yang maksimal. Kemudian, segala suatu
yang dihasilkan pihak kedua berupa buah merupakan hak

bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan
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kesepakatan yang mereka buat (Rahman, Ghufron Ihsan dan
Sapiudin Shidig, 2012: 109).

Dari beberapa definisi yang telah disampaikan di atas
dapat diambil kesimpulan bahwa musagah adalah sebuah
bentuk kerja sama pemilik kebun dengan penggarap dengan
tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga dapat
memberikan hasil yang baik dan dari hasil itu akan dibagi
menjadi dua sesuai dengan akad yang telah disepakati.

2) Dasar Hukum

Dalam menentukan hukum musagah itu banyak
perbedaan pendapat oleh para ulama figh. Musagah
disyari’atkan berdasarkan sunnah. Para ahli fikih sependapat
bolehnya musagah ini melihat hal ini dibutuhkan. Kecuali
Abu Hanifah yang berpendapat tidak boleh, beliau
mengatakan: “Bahwa akad musagah itu dengan ketentuan
petani, penggarap mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini
adalah tidak sah, karena musagah seperti ini termasuk
mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan
di panen dari kebun (Alaudin Al-Kasani, 1982: 282).

Dalam masalah ini Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat
Abu Hanifah), dan jumlur Ulama (Imam Malik, Imam Syafi’l,

dan Imam Ahmad) membolehkan musagah yang didasarkan
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pada muamalat Rasulullah SAW, dengan orang Khaibar
(Alaudin Al-Kasani, 1982: 282).

3) Rukun Dan Syarat
a) Rukun musagah:

1) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun musagah
adalah ijab dan qabul, seperti pada muzara’ah. Adapun
yang bekerja adalah penggarap saja, tidak seperti dalam
muzara’ah (Ibn Rusyd, 1993 247)

2) Ulama malikiyah berpedapat bahwa tidak ijab-gabul
dengan pekerjaan, tetapi harus dengan lafadz (lbn Rusyd,
1993: 247)

3) Ulama Hanabilah berpendapat bahwa gqabul dalam
musaqah, seperti dalam muzara’ah tidak memerlukan
lafadz, cukup dengan menggarapnya (lbn Rusyd, 1993:
247)

4) Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa mensyaratkan
dalam gabul dengan lafazh (ucapan) dan ketentuannya
didasarkan pada kebiasaan umum (lbn Rusyd, 1993: 247)
Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi

rukun dalam akad musagah adalah ijab dari pemilik tanah
perkebunan, kabul dari petani, dan pekerjaan dari pihak

penggarap (Abdul, 2015: 13).
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Syarat musagah sebagai berikut:

a) Kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang
yang cakap hukum, yakni dewasa (balig) dan berakal.

b) Objek musagah itu harus terdiri atas pepohonan yang
mempunyai buah.

c) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap
setelah akad berlangsung untuk digarapi, tanpa campur
tangan pemilik tanah.

d) Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak
mereka bersama, sesui dengan kesepakatan yang mereka
buat, baik dibagi dua, dibagi tiga dan sebagianya.

e) Lamanya perjanjian itu harus jelas, karna transaksi ini
hamper sama dengan transaksi sewa menyewa, agar
terhindar dari ketidak pastian (Haroen, 2007: 284).

Menurut ulama Hanafiyah adalah pohon-pohon yang
berbuah, seperti kurma. Menurut ulama Malikiyah adalah
tumbuhan seperti kacang, pohon yang berbuah dan memiliki
akar yang tetap di tanah, seperti anggur, kurma yang berbuah,
dan lainnya dengan dua syarat:

a) Akad dilakukan sebelum buah tampak daan dapat
diperjualbelikan.

b) Akad ditentukan dengan waktu tertentu.
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Menurut ulama Hanabilah berpen dapat musagah
dimaksudkan pada pohon-pohon berbuah yang dapat di makan.
Ulama Syafi’i berpendapat bahwa musagah hanya dapat
dilakukan pada kurma dan anggur.

a) Buah disyaratkan menentukan buah ketika akad untuk
kedua pihak.

b) Pekerjaan disyaratkan pekerja harus bekerja sendiri.

c) Shighat (ungkapan ijab, qabul) Berakhirnya Akad
musaqgah. (Masjupri, 2013: 203)

4) Berakhirnya Akad

Menurut paraulama figh, akad musagah berakhir apabila:

a) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.

b) Salah satu pihak meninggal dunia.

c) Ada uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh
melanjutkan akad (Rahman, Ghufron lhsan dan Sapiudin
Shidig, 2012; 112)

c. Al-Mukhabarah
1) Pengertian Mukhabarah
Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik
sawah/tanah  dan penggarap dengan perjanjian  bahwa

hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap
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menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya
dari penggarap tanah (Abdul Rahman Ghazaly, 2012: 117).
2) Dasar Hukum
Hukum mukhabarah sama dengan muzara’ah yaitu
mubah (boleh). Landasan hukum mukhabarah adalah sabda
Nabi SAW (Abdul, 2015: 15).
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“Rafi’ bin Khadij berkata “diantara Ansar yang paling
banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami
persewakan, sebagian tanah untuk kami, dan sebagian
untuk mereka yang mengerjakannya. Kadang-kadang
sebagian tanah itu berhasil baik, dan yang lain tidak
berhasil, oleh karena itu Rasulullah Saw melarang
paroan dengan cara demikian” (Riwayat Bukhari).
Menurut Hanabalih berpendapat bahwa jika pemilik
tanah menyerahkan sebidang tanah kepada petani penggarap
dengan ketentuan bahwa seluruh tanah dan pepohonan yang
ada diatasnya menjadi milik berdua, maka akad seperti ini
menjadi fasid (rusak).

Menurut  Ulama  Malikiyah  berpendirian  al-
mugharasah boleh diterima apabila dilakukan dengan cara al-

ijjarah (upah-mengupah), yaitu dengan cara petani penggarap

disewa pemilik tanah untuk mengolah dan memelihara pohon
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yang tumbuh diatas tanah miliknya, dan pemilik tanah
memberi upah tertentu atas kerja itu kepada petani penggarap

(Haroen, 2007: 288-290).

d. Perbedaan Muzara’ah, Musaqah dan Mukhabarah

1) Muzara’ah

2)

Mengerjakan tanah (orang lain) dengan sebagian
hasilnya dan biaya pengerjaan ditanggung pemilik tanah,
Hukum dari  muzara’ah  diperselisihkan ada yang
membolehkan dan ada yang tidak membolehkannya. Pihak-
pihak yang membolehkan beralasan pada hadis yang
menyatakan bahwa Nabi SAW memberikan hasil tanah
khaibar kepada orang yahu di Khaibar yang membolehkan
seperti imam Syafi’i pendapatnya dikuatkan dengan
kenyataan diberbagai daerah orang-orang Islam dimana
mereka menjalankan muzara’ah dan tidak menolaknya.
Sedangkan pihak yang tidak membolehkan seperti imam
Khuzaimah dengan alasan bahwa Nabi SAW menyuruh untuk
memberi upah bukan.

Musagah

Bentuk yang lebih sederhana dari muzara’ah dimana

si  penggaraphanya bertujuan atas penyiraman dan

pemeliharaan sebagai imbalan si penggarap berhak atas
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nisbah tertentu dari hasil panen. musagah ada dua macam,

yaitu:

a) Musagah vyang bertitik pada manfaatnya yaitu pada
hasilnya berarti pemilik tanah (tanaman) sudah
menyerahkan kepada yang mengerjakan segala upaya agar
tanah (tanaman) itu membawa hasil yang baik. Kalau
demikian orang yang mengerjakan berkewajiban mencari
air termasuk membuat sumur bendungan yang membawa
air. Jadi pemilik hanya mengetahui hasilnya.

b) Musagah yang bertitik tolak pada asalnya yaitu untuk
mengairi sawah tanpa tujuan untuk mencari air, maka
pemilik yang berkewajiban mencari jalan air, baik yang
menggali sumur, membuat parit atau usaha yang lain
musagah yang pertaman harus diulang-ulang setiap
tahunnya (setiap tahun harus ada penegasan lagi)

3) Mukhabarah
Mengerjakan tanah dengan hasilnya dan biaya
pengerjaan ditanggung orang yang mengerjakan. muzara’ah
sering diidentikkan dengan mukhabarah diantara keduanya
terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut:
Muzara’ah  benih dari pemilik tanah

Mukhabarah: benih dari penggarap
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e. Karangka Berfikir

Pada prinsipnya Islam membolehkan semua bentuk
kerjasama, selama kerjasama tersebut saling mendatangkan
masalah yang baik terhadap dirinya dan masyarakat banyak.
Begitu halnya dengan pelaksanaan sistem bagi hasil pada petani
cengkeh yang ada di Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera
Selatan. Kontrak bagi hasil ini merupakan model yang
dikembangkan dari konsep perjanjian bagi hasil yang dikenal
dalam hukum Islam, yaitu seorang yang berhak atas tanah yang
karena suatu sebab tidak dapat mengerjakannya sendiri, tetapi
ingin tetap mendapatkan hasilnya, maka memperkenankan orang
lain untuk menyelenggarakan usaha pertanian atas tanah yang
dimilikinya dan hasilnya dibagi antara mereka berdasarkan
persetujuan.

Pelaksanaan sistem bagi hasil pada petani cengkeh yang
dilaksanakan oleh masyarakat Obi merupakan salah satu
kerjasama para petani penggarap dan petani memilik kebun
cengkeh, masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan
usaha yang dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil
pertanian tersebut. Dari hasil pertanian tersebut hasilnya dibagi
bersama dengan jumlah sekian persen (%) untuk masing-masing

pihak sesuai dengan kesepakatan.
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Dalam Islam memang tidak dijelaskan secara terperinci
mengenai pertanian cengkeh. Tetapi Islam lebih menyarahkan
kepada kebijakan dari kedua belah pihak atau lebih dengan tidak
ada pihak yang dirugikan disamping itu juga Islam tidak
memberikan metode yang jelas tentang cara pembagian
keuntungan menurut situasi dan kondisi serta faktor lain sehinga
dikalangan para ulama dan ahli hukum Islam menyesuaikan
faktor-faktor tersebut sesuai dengan kewajaran dan kemaslahatan.
Namun didalam pelaksanaan sistem bagi hasil pertanian cengkeh
tersebut jika dikaji dari hukum Islam lebih tepat menggunakan
akad musagah yang mana mereka bersekutu dalam sebuah usaha
pertanian, dan masing-masing pihak berhak atas segalah
keuntungan dan bertanggung jawab atas usah yang dilaksanakan
menurut perbandingan tersebut dari hasil pertanian cengkeh
tersebut.

Hal ini dengan Firman Allah SWT, dalam Q.S An Najm: 39

o . 4 . _ -7 E/
25 G 5 o

“dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh
selai apa yang telah diusahakannya” (Q.S An Najm:
39).
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Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa: 29

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan
suka sama-suka di antara kamu” (QS. An-Nisa: 29)

Penafsiran tentang memakan harat sesama adalah berlaku
curang dalam perserikatan dan cara yang terbaik dalam
pengembangan modal adalah berniaga dengan kerja sama yang
iklas dan menguntungkan bagi kedua pihak atau lebih.

Sistem bagi hasil yang dijadikan sebagai pegangan dalam
Islam mengkaji permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini
adalah sangat umum dilakukan pada masa Rasullullah dan
Kholifah setelah beliau.

Dengan demikian dapat diketahui sejauh mana pelaksana
bagi hasil para petani cengkeh tersebut dapat membawa
kemaslahatan dan memberi manfaat bagi pihak-pihak yang
berakad pada khususnya dan masyarakat Kecamatan Obi dan
pada umumnya.

Prinsip bagi hasil yang dilakukan pada masyarakat

Kecamatan Obi merupakan prinsip-prinsip yang mengatur
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pembagian hasil yang diperoleh dari hasil pertanian antara

pemilik lahan (cengkeh), penggarap dan buruh tani. Pembagian

hasil ini dirungikan di antara para pihak dan biasanya dilakukan

dalam bentuk perjanjian secara lisan.

Perjanjian Bagi Hasil

Pada Petani Cengkeh dan Menurut Hukum Islam

Pemilik Kebun
Cengkeh

Hak dan Kewajiban

A

v

Penggarap Kebun

A 4

Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Petani
Cengkeh di Kecamatan Obi

Cengkeh

Gambar 1
Skema Karangka Berfikir



